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Pemerintah Harus Memprioritaskan Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Kelompok 

Rentan/Marjinal Pasca Pandemi Covid-19 
  

Pandemi Covid-19 berpengaruh pada pemenuhan hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak 
serta target-target pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia, terutama 
Tujuan 8 (Delapan), yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, 
kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. 
 
Krisis hak atas pekerjaan dan mata pencahariaan akibat pandemi Covid-19 semakin 
memperdalam ketidaksetaraan dalam pasar tenaga kerja dan secara tidak proporsional 
memengaruhi kelompok-kelompok yang telah termarginalkan tanpa pelindungan sosial yang 
memadai. Secara khusus kelompok yang terpengaruh adalah UMKM, buruh tani, pekerja 
prekariat, pekerja sektor informal, pembantu rumah tangga, serta pekerja migran.   
 
Pemerintah perlu terus memprioritaskan hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak pada jantung 
strategi pemulihan dan rencana pembangunan nasional untuk TPB ke 8 tentang pekerjaan 
yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk mengatasi meningkatnya tingkat 
kemiskinan sebagai dampak dari pandemi Covid-19, Komnas HAM telah melalukan kajian 
tentang pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi kelompok rentan/marginal sejak akhir 
2022 dan telah menyelesaikan kajiannya yang dirilis atau didiseminasikan pada 8 Mei 2023 di 
Jakarta. 

 

Dalam kajiannya, Komnas HAM merekomendasikan pada Pemerintah untuk mempromosikan 
pemulihan berkelanjutan dan membangun ketangguhan terhadap krisis di masa depan dengan 
dipandu oleh Standar dan Norma HAM dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi kelompok 
rentan/marginal.   

Kajian dilakukan bekerja sama dengan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) 
dengan dukungan The Danish Institute for Human Rights (DIHR) dengan judul “Membangun 
kembali dengan lebih baik: memenuhi hak-hak pekerjaan kelompok marginal di Indonesia.” 
Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kondisi Pekerja Rumah Tangga, pekerja migran, dan 
pekerja prekariat juga termasuk kelompok rentan atau marginal yang belum  mendapatkan 
perlindungan semestinya.  

 



Untuk mencapai tujuan ke- 8 tantangannya masih berat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri 
dan Komnas HAM RI  tidak bisa mengawal sendiri perwujudan TPB, tetapi harus bersamaan 
dengan banyak pihak.  

 
Jakarta, 08 Mei 2023 
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